
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3711); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALI KOTA TARAKAN, 

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

WALI KOTA TARAKAN 



Pasal 1 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. Neraca; 

d. Laporan Operasional 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

WALI KOTA TARAKAN 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2013 Ten tang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1425); 

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 
2010 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 201 7 
Nomor 32); 



(38.000.000.000,00) 
4.884.089.522,20 - 

(42.884.089.522,20) 

Rp 
Rp 

Selisih lebih/ (kurang) Rp 

a. Surplus/ defisit 
b. Realisasi 

sejumlah (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit 
Rp42.884.089.522,20 dengan rincian sebagai berikut: 

124.136.722,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp 

898. 793.594,00 

774.656.872,00 - 

Rp 

Rp 
a. Anggaran Tran sf er 

b. Realisasi 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp124.136.722,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

Rp 1.130.592.948.219,00 
Rp 879.879.954.127,49 _ 

Selisih lebih/(kurang) Rp 250.712.994.091,51 

a. Anggaran belanja 
b. Realisasi 

sejumlah (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja 
Rp250. 712. 994.091,51 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran Pendapatan Rp 1.093.491. 741.813,00 
b. Realisasi Rp 885.538.700.521,69 _ 

Selisih lebih/(kurang) Rp 207.953.041.291,31 

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 

( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp207.953.041.291,31 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp 885.538. 700.521,69 
b. Belanja Rp (879.879.954.127,49) 
c. Transfer Rp (774.656.872,00) + 

d. Surplus/ Defisit Rp 4.884.089.522,20 
e. Pembiayaan Neto: Rp 5.137.608.203,07 + 

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA Rp 10.021.697. 725,27 
g. Koreksi SiLPA Rp 1.793.654,00 + 

h. SiLPA Tahun Berjalan Rp 10.023.491.379,27 

Pasal 3 

Pasal2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf a sebagai berikut: 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 



Rp 5. 930.018.044.500,21 

Rp 277.652.694.388,13 
Rp 5.652.365.350.112,08 

a. Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 
c. Jumlah ekuitas dana 

Pasal 5 
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 
tahun 2018 sebagai berikut: 

10.023.491.379,27 Rp 

1. 793.654,00 

0,00 + 
Rp 

Rp e. Lain- Lain 

f. Sal do Anggaran Le bih Akhir 

Tahun Pembukuan d. Koreksi Kesalahan 
Sebelumnya 

Rp 6.587.608.203,07 
Rp (6.587.608.203,07) 
Rp 10.021.697.725,27 

a. Sal do Anggaran Le bih A wal 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran 

Pasal 4 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA Rp 10.021.697.725,27 
b. Koreksi SiLPA Rp 1. 793.654,00 + ~~~~~~~~~~- 

Si LP A Tahun Berjalan Rp 10.023.491.379,27 

(7) Terdapat perubahan SiLPA karena terdapat koreksi pada realisasi Sisa 
Lebih Pembiayaan Anggaran/ SiLPA sejumlah Rp 1. 793.654,00 dengan 
rincian se bagai beriku t: 

(10.021.697.725,27) Selisih le bih / (kurang) Rp 

0,00 
10.021.697.725,27 _ 

Rp 
Rp 

a. Anggaran SiLPA 
b. Realisasi 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA 
sejumlah Rpl0.021.697.725,27 dengan rincian sebagai berikut: 

Rp 5.137.608.203,07 
Selisih lebih/(kurang) Rp 32.862.391.796,93 

b. Realisasi 
Rp 38.000.000.000,00 a. Anggaran pembiayaan neto 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 
Rp32.862.391.796,93 dengan rincian sebagai berikut: 



Pasal 10 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Laporan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) 
huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

f. Ekuitas Akhir 

Rp 5.577.190.935.449,78 

Rp 110.475.092.928,19 
Rp (86.079.816,10) 
Rp (35.214.598.449,79) + 
Rp 5.652.365.350.112,08 

a. Ekuitas Awal 

b. Surplus/ (Defisit) - LO 
c. Koreksi Nilai Persediaan 
e. Lain- Lain 

Pasal8 
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf f per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 

a. Saldo Awal Kas di BUD Rp 5.114.396.731,96 
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 252.684.838.512,66 
c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp (251.082.067 .049,00) 
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp ( 1.450.000.000,00) 
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 0,00 
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 48. 786.200,00 
g. Saldo Akhir Kas Lainnya Rp 5.467.914.718,73 
h. J asa Giro yang masih berada di Kas Bendahara 

Pengeluaran Rp 115.256,93 + 
1. Saldo Akhir Kas Rp 10.783.984.371,28 

Pasal 7 
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e 
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai 
berikut: 

Rp (32.862.067.130,00) + 
Rp 110.475.092.928,19 

Rp 1.008.371.192.053, 77 
Rp (863.024.868.711,87) 
Rp (2.009.163.283,71) 

b. Behan Operasi 

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 
d. Pos Luar Biasa 

e. Surplus/ (Defisit) - LO 

1 ayat (1) huruf d Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut: 
a. Pendapatan - LO 

Pasal 6 



u. Lampiran XXI 

t. Lampiran XX 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

k. Lampiran XI 
1. Lam piran XII 

J. Lampiran X 

neraca; 

laporan operasional; 

laporan arus kas; 
laporan perubahan ekuitas; 
catatan atas laporan keuangan; 
daftar rekapitulasi piutang daerah; 
daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 
tertagih; 

daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan 
dana bergulir; 
daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan 
pengurangan aset tetap daerah; 
daftar rekapitulasi aset tetap; 
daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; 

daftar rekapitulasi aset lainnya; 
daftar dana cadangan daerah; 
daftar kewajiban jangka pendek; 
daftar kewajiban jangka panjang; 
daftar rekapitulasi kegiatan-kegiatan yang belum 
diselesaikan sampai akhir tahun dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
beriku tnya; 
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah / perusahaan daerah; dan 
daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan. 

b. Lampiran II 

c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 
h. Lampiran VIII 
i. Lampiran IX 

Lampiran I.4 

Lampiran 1.3 

laporan realisasi anggaran terdiri atas; 

ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintah daerah dan 
orgarnsasi; 

rmcian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, orgarnsasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; dan 
rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah 
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerin tahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 
laporan perubahan saldo anggaran lebih; 

Lampiran 1.2 

a. Lampiran I 
Lam piran I. 1 



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 39 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINS! KALIMANTAN UTARA (39/4/2019) 

Diundangkan di Tarakan 

padatanggal 9 Agustus 2019 

Pj. EKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

KAN, 

Ditetapkan di Tarakan 
pada tanggal 9 Agus tus 2019 

Pasal 13 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan. 

Pasal 12 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 11 
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini terdiri dari : 

a. catatan atas laporan keuangan tercantum dalam lampiran VII Peraturan 
Daerah ini. 

b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah 
tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini. 
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